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 Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan : 1.) Bagaimana eksistensi hak 
perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: 2.) 
mengetahui bagaimana dinamika pro kontra Rancangan Undang-Undnag Penghapusan 
Kekerasan Seksual. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan dengan narasi yang 
diperoleh dari data yang dihimpun dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling disesuaikan dengan kebutuhan 
penelitian. Informasi diperoleh dengan mengolah data menggunakan metode reduksi dan 
triangulasi. Konsep teori yang digunakan adalah konsep gender, feminisme, dan kekerasan 
seksual.  
 Hasil yang didapatkan adalah : 1.) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 
mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual yang termasuk dalam 9 jenis kekerasan 
seksual juga hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan tidak hanya kepada korban 
tetapi juga terhadap keluarga dan saksi. 2.) Dinamika pro kontra RUU PKS cukup memanas, 
tidak hanya di kalangan organisasi masyarakat, tetapi juga di internal DPR sendiri. Beragam 
wacana yang berkembang di masyarakat dari persoalan yang positif maupun negatif yang 
semakin menjauhkan substansi yang diusung dalam RUU PKS sebagai solusi terhadap 
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This research aims to explain: 1.) How the existence of women's rights in the Draft Law on 
the Elimination of Sexual Violence: 2.) to find out how the Draft Law on the Elimination of 
Sexual Violence (RUU PKS) provides an opportunity to fulfill the rights of victims of sexual 
violence. 
This study uses a qualitative method that is presented with a narrative obtained from the data 
collected by means of interviews and documentation. The technique of selecting informants 
using purposive sampling technique is tailored to the needs of the study. Information 
obtained by processing data using reduction and triangulation methods. The theoretical 
concepts used are the concepts of gender, feminism, and sexual violence. 
The results obtained are : 1.)RUU Elimination of Sexual Violence accommodates the rights 
of the victims of sexual violence which are included in 9 types of sexual violence as well as 
the right to protection, treatment and recovery not only for victims but also for the families 
and witnesses. 2.) The dynamics of the pros and cons of the RUU PKS are quite heated, not 
only among community organizations, but also within the DPR itself. Various discourses 
developed in society from positive and negative issues that further alienate the substance 
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A. Latar Belakang 
 Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk tindak kejahatan yang tidak 
tergerus perkembangan jaman dan seringkali menjadi isu yang meresahkan dalam 
masyarakat. Kekerasan seksual terus berkembang melalui berbagai cara atau motif 
dalam pelaksanaannya. Adanya ketimpangan antara hubungan laki-laki dan 
perempuan merupakan akar dari kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. 
Laki-laki (pelaku) memiliki kendali berupa sumber daya, pengetahuan, ekonomi 
maupun status sosial yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan 
perempuan (korban). Meskipun kasus kekerasan seksual sering terjadi, namun 
nampaknya masyarakat hanya menganggap hal ini sebagai kejahatan kesusilaan. 
Masyarakat memandang bahwa kekerasan seksual hanyalah persoalan moralitas. 
 Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai isu yang tidak penting 
(inferior) daripada isu-isu kejahatan lain seperti halnya pembunuhan dan penyiksaan. 
Padahal, korban-korban kekerasan seksual merasakan trauma yang cukup dalam dan 
merasa tersiksa selama sisa hidupnya. Sebagian dari mereka bahkan lebih memilih 
untuk mengakhiri hidup mereka karena tidak sanggup untuk melanjutkan hidupnya 
lagi. Trauma yang diderita para korban kekerasan seksual tidak mudah untuk hilang, 
bahkan dapat tertanam dalam jangka panjang atau permanen. 
 Perempuan yang masih tergolong dalam usia remaja dan anak-anak yang 
masih sangat dibawah umur tidak luput dari kekerasan maupun pelecehan seksual. 
Kejahatan seksual dapat ditemukan dimanapun selama ada kesempatan bagi manusia 
yang berlawanan jenis untuk berkomunikasi dan berinteraksi di ruang publik maupun 
dalam lingkungan keluarga sekalipun. 
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 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 mengadopsi CEDAW 
(Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). CEDAW 
adalah salah satu konvensi internasional yang berkomitmen dalam permasalahan 
kekerasan terhadap perempuan dan juga sebagai pengukur secara internasional dalam 
menghadapi atau menangani permasalahan yang terkait dengan kekerasan seksual 
terhadap perempuan yang berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Konvensi CEDAW 
berupaya untuk mendorong keberlakuan undang-undang nasional tentang kekerasan 
terhadap perempuan dan menetapkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki 
dalam segala bidang, baik itu politik, ekonomi, sipil, maupun budaya. 
 Di Indonesia, angka kekerasan seksual terbilang cukup mengkhawatirkan. 
Pada tahun 2017 terdapat total 5.513 kejadian pemerkosaan dan pencabulan di 33 
daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Begitu juga data yang diperoleh dari 
Catatan Tahunan (CATAHU) milik Komnas Perempuan yang telah menyebarkan 918 
lembar formulir dan memperoleh tingkat respon pengembalian sebesar 23% atau 209 
formulir. 
 Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dalam 













 Jumlah kasus berdasarkan data diatas lebih banyak jika dibandingkan dengan 
kasus-kasus kekerasan di tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut menandakan bahwa 
kasus kejahatan pelecehan seksual setiap tahunnya selalu bertambah. Artinya, 
pencapaian kesetaraan akan hak perempuan masih belum menunjukkan kemajuan 
secara signifikan. 
 Meskipun hak perempuan di Indonesia yang dicanangkan dalam undang-
undang cukup menonjol, namun dalam implementasinya dapat dikatakan masih 
kurang maksimal. Sebagian besar perempuan masih mengalami diskriminasi dan 
pelecehan seksual. penghapusan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan 
sudah seharusnya menjadi komitmen kita bersama untuk melaksanakannya. Hukum di 
Indonesia perlu lebih ditegakkan karena masih tergolong lemah. Melalui Rancangan 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) setidaknya hak-hak 
perempuan di tanah air mendapat sedikit kepastian. Memenangkan hak bagi 
perempuan adalah lebih dari sekedar kesempatan kepada setiap perempuan, hal 
tersebut juga tentang mengubah cara kerja negara dan masyarakat, termasuk 
perubahan hukum dan kebijakan. 
 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu upaya yang 
dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan untuk memenangkan 












maupun kejahatan lainnya. RUU PKS juga merumuskan dan menetapkan jenis-jenis 
kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Di dalamnya juga 
mengatur penyelenggaraan untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban 
kekerasan seksual. 
 Dalam perjalanannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual banyak menuai 
pro maupun kontra di masyarakat. Salah satu yang berada pada sisi kontra adalah 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) seperti yang diungkapkan 
oleh Adhe Mutia dari perwakilan perempuan KAMMI yang menganggap bahwa ada 
beberapa pasal yang multitafsir sehingga perlu adanya revisi terhadap kata-kata dalam 
pasal oleh anggota DPR. Mereka menganggap bahwa beberapa pasal yang terkandung 
dalam RUU PKS dapat ditunggangi olek oknum-oknum seperti kaum LGBT. 
 Berbeda dengan KAMMI, Komnas Perempuan merupakan salah satu yang 
gencar mendukung RUU PKS agar segera disahkan menjadi undang-undang sekaligus 
payung hukum bagi perempuan maupun korban kekerasan seksual lainnya dan 
memidanakan para pelaku kejahatan kekerasan seksual sekecil apapun perbuatannya. 
 Berdasarkan paparan analisis data diatas, penulis tertarik untuk menganalisa 
lebih lanjut dan menjadikannya sebagai Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang 
berjudul “Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang – Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)? 
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2. Bagaimana dinamika pro kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual (RUU PKS)? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu :  
1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana eksistensi hak perempuan dalam 
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual? 
2. Memahami bagaimana dinamika pro kontra Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual? 
D. Manfaat Penelitian 
1. Maanfaat teoritis : untuk dijadikan sumber atau bahan penelitian bagi kalangan 
civitas akademika khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
dan siapapun yang ingin mendalami ilmu politik. 
2. Manfaat praktis : untuk dijadikan bahan acuan dalam menambah luas 
wawasan tentang eksistensi hak perempuan dalam Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sekaligus dinamika pro kontra 
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
untuk penelitian selanjutnya 
E. Definisi Konseptual 
1. Eksistensi Hak Perempuan 
 Eksisntesi diambil dari bahasa latin exitere dan bahasa Inggris 
exixtence yang mempunyai arti keberadaan aktual. Secara terminologi, 
eksistensi dimaknai sebagai sesuatu yang menekankan hal itu ada
1
. Di dalam 
                                                          
1
 Bagus, Lorens, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) . 2005. Hal 183. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan eksistensi sebagai 
keadaan dan keberadaan. 
 Eksistensi hak perempuan adalah keberadaan atau segala sesuatu uang 
menekankan bahwa perempuan memilik hak. Hak asasi manusia atau HAM 
adalah hak yang bersifat mendasar dan kebebasan yang harus diijamin oleh 
semua orang
2
. Hak hak ini berlaku untuk semua orang baik laki-laki maupun 
perempuan secara setara. Hak perempuan merupakan bagian dari HAM yang 
fundamental dan diabadikan oleh PBB untuk setiap manusia di bumi. Hak 
perempuan yang dimaksud adalah termasuk hak untuk hidup bebas dari 
kekerasan, perbudakan, diskriminasi, mendapat pendidikan, serta 
mendapatkan upah yang adil dan setara. Perempuan berhak atas segala sesuatu 
hak yang juga dimiliki oleh laki-laki. Namun, hampir di seluruh dunia hak 
perempuan masih sering diabaikan hanya karena mereka adalah perempuan. 
Mayoritas perempuan masih terpinggirkan karena ras, kasta, pendapatan, dan 
mereka juga mendapat keuntungan paling sedikit dari semua. 
 Hak asasi manusia internasional menjamin kesetaraan hak antara 
perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi yang meliputi hak perempuan atas 
tanah, properti, makanan, air, dan sanitasi, serta pekerjaan dan jaminan sosial 
secara insintrik terkait untuk mencapai standar hidup yang memadai
3
. 
2. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebuah produk hukum 
yang bertujuan untuk meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia 
agar tidak bertambah. Sebagaimana yang dimaksud dalam RUU PKS bahwa 
                                                          
2
 https://womankind.org.us/policy-and-campaign/women’s-rights. Diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 22.47 
WIB. 
3
 Women’s Rights are Human Rights. United Nations Publication. 2014. New York and Geneva. Hal. 41. 
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penghapusan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang terdiri 
dari mencegah, melindungi, menangani, memulihkan korban, menindak 
pelaku, dan menguayakan agar kekerasan seksual tidak terjadi di masa depan.
4
 
 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya yang 
dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan untuk 
memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi 
dan kekerasan dalam ranah keluarga/personal maupun pada ranah publik. 
RUU PKS mengatur dan menetapkan ulang jenis-jenis tindak kekerasan 
seksual sebagai tindak pidana dan juga mengatur tugas dan peran lembaga 
negara maupun pemerintah dan daerah untuk ikut menyelenggarakan 
penanganan korban kekerasan seksual. 
3. Kekerasan Seksual 
 Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 
sebagai perihal atau perbuatan individu atau kelompok yang dapat 
menyebabkan kerusakan pada fisik atau barang, dan paksaan
5
. Kekerasan 
seksual merupakan segala sesuatu bentuk tindakan sosial yang bersifat 
buruk/tidak senonoh
6
. Menurut Suyanto, kekerasan seksual merupakan segala 
bentuk tindakan yang memaksa atau mengancam yang dilakukan untuk 
berhubungan seksual (sexual intercourse), melakukan tindakan sadis dan 




                                                          
4
 RUU PKS, pasal 1 ayat 2. 
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
6
 Yuliaelawati, dkk. 2015. Roadmap pendidikan keluarga edisi revisi. (Jakarta) hal. 111. 
7
 Suyanto, Bagong. 2010, masalah sosial anak. Jakarta: kencana. 
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 Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah dijelaskan 




 Kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah 
bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah personal/keluarga. Komnas 
perempuan menjelaskan setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual yang 
selanjutnya dipetakkan kembali menjadi 9 jenis kekerasan, diantaranya yaitu : 
perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. 
 Kebanyakan dari definisisi kekerasan seksual mengandung empat 
komponen : 
1. Penggunaan ancaman, paksaan, kekuatan fisik, intimidasi, atau 
penipuan 
2. Kontak seksual 
3. Tanpa persetujuan dari korban 
4. Kejahatan dari kekerasan yang menempatkan korban pada resiko 
cedera fisik, gangguan emosional, kehamilan, dan penyakit menular 
seksual. 
  Perempuan bisa menjadi korban atas sentuhan-sentuhan atau hubungan 
terkait hal seksual yang tidak diinginkan. Pemerkosaan adalah jenis dari 
kekerasan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual terhadap 
                                                          
8
 Pasal 8 UU No.23 tahun 2004. 
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korban tanpa persetujuan dan biasanya dilakukan melalui pemaksaan secara 
fisik, kekerasan terhadap orang yang tidak mampu memberikan perlawanan
9
. 
 Dalam penelitian ini mengkaji tentang Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual dalam mengakomodir dan memberikan 
perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual yang mayoritas 
adalah perempuan dan anak perempuan yang selama ini tidak cukup mendapat 
payung hukum. Perempuan dan anak perempuan seringkali termaginalkan 
hak-haknya sebagai individu. Stereotype yang berkembang di masyarakat 
bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan harus tunduk pada laki-
laki menyebabkan perempuan ter-subordinasi dan seringkali menjadi 
sasaran/objek kekerasan seksual maupun fisik. 
 
  
                                                          
9





A. Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu yang relevan penting untuk dicantumkan demi 
menghindari adanya kesamaan atau pengulangan pada penelitian ini. Berikut adalah 
beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan ysng peneliti lakukan : 
No. Penelitian sebelumnya/terdahulu 
1. Penelitian yang dilakukan Agnes Kusuma Wardadi, dkk. pada tahun 2019 
dalam jurnal yang berjudul “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS 
dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”. Dalam penelitiaan ini 
menggunakan metodologi yuridis normatif yang menitikberatkan kajian pada 
studi dokumen seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan 
wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 
dalam RKUHP dan RUU PKS pendekatan mengenai kekerasan seksual 
berbeda.  
Dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti RUU PKS. Perbedaan 
dengan penelian yang penulis buat adalah, penulis lebih memfokuskan 
eksistensi hak perempuan dalam pembahasan RUU PKS dan juga tindakan 
atau dinamika pro kontra dalam RUU PKS. 
2. Ni Made Dwi Kristiani, Journal Magister Hukum Udayana Volume 07 
No.03. ISSN: 2302-528X. Dengan judul “Kejahatan Kekerasan Seksual 
Ditinjau dari Perspektif Kriminologi” menggunakan metode penelitian 
normatif dengan pendekatan secara koseptual terhadap undang-undang yang 
berlaku. Penelitian ini menganalisis kekerasan seksual yang ditinjau melalui 
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hukum pidanan Indonesia dan faktor penyeban kejahatan seksual serta upaya 
penanggulanganjkejahatan kekerasan seksual.  
Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang kejahatan atau kekerasan 
seksual. Perbedaannya adalah, penulis menganalisis tentang perlindungan, 
penanganan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dalam RUU 
PKS. 
3. Hery Wibowo, Santoso Tri Raharjo, dan Arini Fuziah Al Haq, Jurnal Vol. 2 
No. 1. ISSN 2442-4480. Dengan judul “Kekerasan Seksual Pada Anak di 
Indonesia” menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data 
dikumpulkan melalui pengkajian dokumen seperti jurnal, buku, maupun 
peraturan perundang-undangan. 
 Peneliti menganalisis pelecehan seksual tehadap anak, undang-undang 
kesejahteraan anak, dan peran pekerja sosial sebagai pendamping anak. 
Perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah bahwa penulis tidak hanya 
terfokus pada anak, melainkan kepada kaum perempuan secara keseluruhan. 
Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang kekerasan 
seksual. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, 
penulis tidak saja fokus pada kekerasaniseksualiterhadap anak-anak, namun 
juga perempuan dalam usia dewasa juga remaja. 
4. Tanti Senja Pradita, Jurnal Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Lampung tahun 2019 yang berjudul “Analisis Komparatif TindakiPidana 
Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUH, RUU 
PKS. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan 
empiris. Data dikumpulkan melalui studi kapustakaan dan lapangan dengan 
wawancara. Peneliti menganalisis dan membandingkan konsep tindak 
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kekerasan seksual yang tergolong tindak pidana dalam KUHP, RUU PKS, 
dan RUU KHUP dalam mengakomodinir kekurangan atau kelemahan 
peraturan undang-undang di Indonesia. 
Dalam penelitian ini sama – sama menjadikan RUU PKS dan kekerasan 
seksual sebagai objek penelitian. Dan perbedaannya adalah, penulis lebih 
berfokus pada dinamika pro kontra RUU PKS juga eksistensi perempuan di 
dalamnya. 
5. Nita Novita Sekar Putri, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya yang berjudul Relasi Kuasa Kelompok Rentan Dalam RUU 
PKS menurut Gaya Nusantara tahun 2020. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan 
wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis perlindungan kelompok 
rentan (Gay) dalam RUU PKS serta relasi kuasa yang terbangun dalam RUU 
PKS.  
Dalam penelitian ini sama-sama mengangkat RUU PKS sebagai objek kajian 
penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 
penulis tidak membahas atau menganalisis kelompok rentan sebagaimana 
yang dimaksud diatas, tetapi lebih kepada kelompok perempuan dan juga 
dinamika pro kontra RUU PKS tersebut. 
 
B. Kerangka Teori 
1. Konsep Gender, Feminisme, dan Kekerasan Seksual 
a) Konsep Gender dan Feminisme 
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 Robert Stoller memperkenal istilah gender untuk pertama kalinya di 
tahun 1968. Gender secara etimologi dalam bahasa Inggris berarti jenis 
kelamin, sedangkan secara istilah atau terminologi, gender diartikan sebagai 
konsep budaya yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam berbagai 
hal seperti perilaku dan karakteristik emosional yang berkembang di 
masyarakat
10
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 Hasanah, Ulfatun. 2007. Gender and Politics : Keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik. hal 413. 
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 Gender mengacu pada identitas, atribut, dan peran yang 
dikonstruksikan secara sosial untuk wanita dan pria. Istilah gender tidak 
dapat disamakan dengan perempuan. Makna sosial dan budaya masyarakat 
untuk perbedaan biologis ini menghasilkan hubungan hierarkis antara laki-
laki dan perempuan. Pendistribusian akan kekuasaan dan hak lebih 
menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Posisi sosial laki-laki 
dan perempuan ini dipengaruhi oleh ekonomi, politik, sosial budaya, agama, 
ideologi, faktor lingkungan, dan komunitas. Konstruksi gender bersifat 
dinamis dan cair, mereka berubah seiring waktu dan dapat berbeda dalam 
budaya yang berbeda. Sebagai contohnya dari yang dipelajari secara sosial, 
peran perempuan dalam sebagian besar masyarakat secara tradisional adalah 
untuk mengurus hal-hal yang bersifat privat seperti kepengurusan rumah dan 
juga anak. Sedangkan laki-laki diberikan peran untuk memberi nafkah bagi 
keluarga dengan bekerja di luar rumah. Di sebagian besar masyarakat, 




 Gender lahir untuk mengatur ulang peran dan posisi perempuan dalam 
hubungan sosial di masyarakat, membangunnya secara universal agar 
perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki tanpa dipengaruhi 
oleh perbedaan gender dalam berbagai bidang. Konsep gender bersifat lekat 
pada perempuan dan laki-laki yang kemudian dikonstruksikan atau dibangun 
secara budaya maupun sosial. Ketidakadilan gender berawal dari adanya 
                                                          
12
 Women’s rights are human rights, 2014. united nation publication. New york and geneva. Hlm 35-36. 
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keetidaksetaraan gender yang dianggap telah menjadi sesuatu yang bersifat 
biologis/kodrati dari Tuhan dan tidak mungkin untuk diubah
13
. 
 Berkembangnya peradaban manusia, persoalan gender juga turut 
berkembang menjadi bentuk baru sebagai respon ketidakseimbangan antara 
perempuan dan laki-laki seiring dengan perkembangan ruang dan waktu. 
Feminisme dianggap sebagai suatu gerakan, ide, bahkan metode dalam 
mebebaskan seseorang dari kungkungan ketertindasan, khususnya bagi 
perempuan. Istilah feminisme awalnya mengacu pada teori pergerakan untuk 
memperoleh hak-hak perempuan
14
. Gerakan feminisme menyadarkan kaum 
perempuan yang selama ini posisinya dipandang rendah dalam masyarakat 
untuk bangkit dan mengubah atau memperbaiki keadaan sebelumnya
15
. 
Posisi perempuan selalu dianggap remeh atau dibawah laki-laki sehingga 
tidak menguntungkan perempuan. Hak-hak perempuan dianggap tidak 
penting (inferior) daripada apa yang diterima dan dinikmati oleh laki-laki di 
berbagai bidang baik pekerjaan, sosial, politik, dan pendidikan. Nilai dan 
kritik yang terkandung pada feminisme, rupanya memberi angin segar bagi 
perempuan untuk memperoleh penyetaraan dalam segala bidang di 
masyarakat, karena kaum perempuan adalah kaum yang banyak mengalami 
perlakuan tidak adil. 
b) Subordinasi, Marginalisasi, dan Kekerasan Seksual 
 Subordinasi merupakan kondisi dimana individu dipaksa untuk terus 
berada dibawah kendali/kontrol individu lainnya. Direktoran pembinaan 
pendidikan masyarakat mengartikan subordinasi sebagai “anggapan bahwa 
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 Rokhmansyah, alfian. 2016. Pengantar gender dan feminisme : pemahaman awal kritik sastra feminisme. 
Hal. 1-5. 
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 Aziz, Asmaeny. Feminisme Prodetik . Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007. Hal 78. 
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 Ratna Saptari dan BrigittemHolzner, PerempuankKerja dan Perubahan Sosial. Jakarta : PT Pustaka Utama 
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perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng, dan lain sebagainya, 
mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki”. Nurul Sutarti 
dan Dede William de Vries (2006) yang dikutip oleh Imam Syafe‟i dalam 
bukunya mengatakan bahwa “penomorduaan terhadap perempuan merupakan 
titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender”. Terpinggirkannya peran 
perempuan dikarenakan adanya penomorduaan atau subordinasi terhadap 
perempuan yang kemudian timbul anggapan bahwa perempuan cenderung 
lemah sedangkan laki-laki kuat
16
. Subordinasi berarti, “sesuatu yang lain 
kurang penting daripada yang lain”. Menurut Hornby dalam bukunya yang 
berjudul Advanced Learners Dictionary yang dikutip oleh Abeda Sultana 
menjelaskan bahwa, “subordinasi berarti memiliki kekuatan atau otoritas 
lebih sedikit daripada orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi”. 
Dengan demikian, subordinasi perempuan merupakan suatu kondisi dimana 
terdapat relasi kekuasaan dan perempuan didominasi oleh laki-laki.
17
 
 Perempuan dipandang kurang mampu dalam mengerjakan suatu hal, 
sehingga diberikan tugas yang ringan dan lebih mudah daripada laki-laki. 
Perempuan dianggap sebagai pembantu, sosok banyangan, yang kemudian 
menjadikan perempuan merasa takut untuk memperlihatkan kemampuan 
yang dimilikinya. Laki-laki merasa bahwa lumrah untuk tidak memberikan 
kesempatan pada perempuan untuk menunjukkan potensinya secara utuh. 
Apabila perempuan mengerjakan hal yang biasa dikerjakan oleh laki-laki 
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 Syafe’i, Imam. 2015. Subordinasi perempuan dan implikasinya terhadao rumah tangga. Analisis : jurnal studi 
keislaman, volume. 15 No, 01. Hal 146. 
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akan membuat mereka (laki-laki) merasa khawatir. Perempuan dianggap 
tidak mampu berpikir sebagaimana laki-laki
18
. 
 Marginalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
merupakan pembatasan/usaha untuk membatasi. Marginalisasi adalah upaya 
memposisikan atau menempatkan perempuan  ke pinggiran. Perempuan 
digambarkan tidak rasional dan lemah sehingga tidak cocok untuk menjadi 
pemimpin. Dalam proses pembangungan dalam masyarakat, perempuan 
diikutsertakan namun dalam pengambilan keputusan perempuan seringkali 
ditinggalkan/tidak diikutkan. 
 Perempuan hanya melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan 
atas keputusan laki-laki. Suatu lembaga juga lebih memprioritaska laki-laki 
apabila terdapat lowongan sebagai pimpinan, sementara perempuan akan 
disingkirkan sekalipun ia mampu melakukannya, dan menganggap 
perempuan kurang produktif karen cuti hamil misalnya. Dalam kehidupan 
berkeluarga, perempuan tidak boleh mengambil peran sebagai kepala 
keluarga meskipun suami tidak mampu memimpin. Apabila terdapat masalah 
keuangan, anak laki-laki menjadi prioritas yang diutamakan dibandingkan 
dengan anak perempuan untuk bersekolah sekalipun ia lebih pintar. Seorang 
istri yang enggan melayani kebutuhan seksual suaminya dinilai berdosa 
meski ia tengah lelah karena harus bekerja atau karena penyebab lainnya
19
. 
 Posisi perempuan sebagai kaum subordinat dan marginal 
mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, dan bahkan 
sampai pada kekerasan seksual yag merupakan  perampasan hak asasi 
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perempuan. Memiliki ayah maupun saudara laki-laki tidak sepenuhnya 
membuat perempuan mendapat perlindungan. Banyak kasus dimana pelaku 
kekerasan seksual justru adalah orang-orang terdekat. Hal itu dikarenakan 
budaya patriarki di Indonesia masih sangat dijunjung tinggi. Posisi laki-laki 
atau ayah yang dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga menunjukkan 
posisi/level yang berbeda yang dianggap lebih tinggi dari perempuan yang 
kemudian menyebabkan relasi kekuasaan yang timpang. Laki-laki memegang 
kontrol atas istri maupun pasangannya yang kemudian bisa menjadi pealku 
kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang rentan. 
Anggapan bahwa kaum perempuan adalah kaum subordinat dan marginal 
membuat laki-laki melihat perempuan seharusnya tidak melawan terhadap 
kaum laki-laki. 
 Kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali 
mengalami gangguan psikis. Hal ini menyebabkan kaum perempuan menjadi 
termaginalkan karena membuat mereka tidak produktif dalam bekerja dan 
mengahasilkan uang, menjadikan perempuan untuk bergantung pada laki-laki 







A. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang 
dimaksudkan untuk menjelaskan informasi terkait dengan data yang diperoleh dari 
lapangan yang berupa data lisan maupun tertulis dari pihak-pihak yang telah diteliti. 
Dalam penelitian ini membahas tentang eksistensi perempuan dalam Rancangan 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan dinamika pro 
kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). 
 Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan cara memandang / 
mengamati objek kajian sebagai suatu sistem dimana objek kajian yang diteliti 
sebagai satuan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan atau terkait 
dan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada
20
. tujuan dari 
penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pendapat, pandangan, atau asumsi yang 
bersifat umum dari sudut pandang partisipan. Pendekatan kualitatif dipilih karena 
dianggap relevan dengan judul atau tema penelitian yang diangkat.  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
1.  LokasiKPenelitian 
 TempatLpenelitian adalah dimana proses studi yang digunakan dalam 
memecahkan atau mendapatmsolusi dari permasalahannyang diteliti. Penulis 
mengambil tempatmpenelitian di Kahuripan Nirwana dimana penulis tinggal 
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dikarenakan keterbatasan dan wabah Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk 
melakukan penelitian dimana informan berada. 
2. WaktuOPenelitian 
 Waktu dalam penelitian ini dijadwalkan lebih kurang 3 bulan, mulai 
dari bulan April sampai dengan Juni 2020. 




Sep  Nov  Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 
1. Perencanaani 
Penelitian 
          
2. Persiapan 
iPenelitian 
          
3. Penyusunan 
iProposal 
          
4. Seminar 
iProposal 
          
5. Pelaksanaan 
iPenelitian 
          
6. Laporan 
iPenelitian 
          
 
C. Pemilihan Subjek penelitian 
 Informan penelitian merupakan invididu/seseorang/kelompok yang menjadi 





. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui eksistensi hak perempuan 
dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan 
juga dinamika pro kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual (RUU PKS). Oleh karenanya, informan yang dipilih dari subjek penelitian ini 
adalah aktor atau pihak yang terlibat/terkait dengan eksistensi hak perempuan dalam 
rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual meliputi : Komnas 
Perempuan, Kesatuam Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Dosen 
Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus aktivis perempuan yang 
tergabung dalam aliansi akademisi seluruh Indonesia. Subjek tersebut dapat 
berkontribusi dalam memberikan informasi dan data yang relevan dengan 
permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pemilihan Subjek penelitian tersebut diatas 
dikarenakan peneliti menilai bahwa Komnas perempuan memiliki andil yang cukup 
besar dalam perumusan naskah akademik RUU PKS, KAMMI dipilih untuk menjadi 
perwakilan dari kelompok kontra dalam memberikan pandangan mengenai RUU 
PKS, adapun Anis Faridah selaku aktivis sekaligus dosen Fakultas Hukum turut serta 
dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengesahan RUU PKS dan 
mengawal RUU PKS bersama dengan rekan-rekan lain agar tidak terpinggirkan. 
D. Tahap-tahap Penelitian 
1. Tahap Pra Lapangan 
 Di dalam tahap ini, penulis menggali informasi tentang eksistensi hak 
perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual (RUU PKS) dan juga dinamika pro kontra Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai dasar dalam 
pengumpulan data, penulis menggali informasi kepada informan yang terkait 
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yang kemudian disusun menjadi latar belakang serta rumusan masalah. 
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah : 
a) Menyusun rancangan penelitian 
 Penulis membuat proposal penelitian sesuai dengan metode 
yang dipilih dalam penelitian kualitatif yang berisi : 
1) Latar belakang 
2) Kajian teori/pustaka 
3) Pemilihan alat penelitian 
4) Rancangan pengumpulan data 
5) Rancangan analisis data 
6) Rancangan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian 
7) Rancangan pengecekan kebenarakn data22 
b) Memilih lapangan penelitian 
 Penelitian dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan 
geografis dan praktis, seperti waktu, tenaga, dan biaya ketika 
melakukan penelitian di Kahuripan Nirwana di tempat penulis tinggal 
dikarenakan keterbatasan dan wabah Covid-19 yang tidak 
memungkinkan untuk melakukan penelitian dimana informan berada. 
c) Mengurus perizinan 
 Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian dari dekan 
fakultas ataupun kepala instansi seperti pusat dan lain-lain yang 
ditujukan kepada lembaga terkait. 
2. Tahapan Lapangan 
a) Wawancara mendalam 
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 Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan cara mencari 
subjek dan informan yang tepat agar diperoleh data yang maksimal. 
Informan yang dipilih yaitu : Komnas Perempuan, Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Dosen Fakultas Hukum 
UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus aktivis perempuan yang 
tergabung dalam aliansi akademisi seluruh Indonesia. Subjek tersebut 
dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan data yang 
relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pemilihan 
Subjek penelitian tersebut diatas dikarenakan peneliti menilai bahwa 
Komnas perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam 
perumusan naskah akademik RUU PKS, KAMMI dipilih sebagai 
perwakilan dari kelompok kontra dalam memberikan pandangannya 
terkait RUU PKS, adapun Anis Faridah selaku aktivis sekaligus dosen 
Fakultas Hukum turut serta dalam berbagai kegiatan yang berhubungan 
dengan pengesahan RUU PKS dan mengawal RUU PKS bersama 
dengan rekan-rekan lain agar tidak terpinggirkan 
b) Pengumpulan Informasi/Dokumen 
 Pengumpulan informasi dilakukan setelah wawancara 
dilakukan berdasarkan apa yang ada di lapangan. Pengumpulan 
informasi dilakukan dengan memilah data yang dibutuhkan dan 
melalui proses analisa. 
c) Menyusun laporan 
 Penyusunan hasil penelitian dilakukan secara terstuktur sesuai 
dengan format dan prosedur yang ditentukan setelah penelitian 
dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Interview/wawancara 
 Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi 
dengan bertanya langsung kepada narasumben atau orang yang diwawancari
23
. 
Tujuan wawancara adalah untuk menggali data dan menjaganya agar tidak 
keluar dari poin utama dalam pembahasan yang sudah menjadi dasar 
penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan 
seperti pengampu Komnas perempuan, dan aktivis perempuan sekaligus dosen 
Fakultas Hukum di UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini dilakukan dengan 
cara tidak langsung bertemu informan yakni melalui video call via aplikasi 
whatsapp, test, dan email dengan tetap memberikan pertanyaan kepada 
informan yang kemudian hasil atau jawaban dari infroman dari wawancara 
disimpulkan dan dijabarkan secara rinci. 
2. Literatur 
 Metode kajian literatur dilakukan dengan cara mencari dan 
menghimpun data dari berbagai referensi kapustakaan yang mempunyai relasi 
terhadap judul atau tema penelitian. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi yaitu dengan mencari data yang berkaitan dengan 
variabel yang diteliti seperti catatan, buku, jurnal, dan sebagainya. 
Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data 
yang valid yang menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti 
                                                          
23
 Lexy. J. Moleong. 2009. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : remaja rosdakarja. Hlm. 186. 
38 
 
mengenai eksistensi hak perempuan dalam rancangan undang-undang 
penghapusan kekerasan seksual. 
F. Teknik Penentuan Informan 
 Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu dimana orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita 
harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti, 
dengan kata lain pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian. Dalam 
penelitian ini informan digunakan untuk mengetahui suatu keadaan yang relevan 
dengan Eksistensi Hak Perempuan dalam Pro Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual. Maka dengan itu informan yang dipilih oleh peneliti 
wajib memenuhi syarat, dan peneliti mengambil informan sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
No. Nama Informan Jabatan 
1. Maria Ulfah Anshor 
Komisioner Komnas Perempuan 
periode 2020-2025, Ketua 
Komisioner Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) pada 
2010-2012, Mantan anggota DPR 
RI 2004-2009, Ketua Presidium 
Kaukus Perempuan Parlemen 
Indonesia (2008-2009) 
2. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M. Si 
Dosen Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya 
(UINSA), Sekretaris Prodi 
Magister Hukum Tata Negara 
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Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya 
(UINSA), Bendahara umum 
Asosiasi Program Studi Sosiologi 
Indonesia (APSSI), dan Aktivis 
Perempuan. 
3. Shabrina Fillahi Najah 
Ketua Departemen Humas 
Kesatuan Aksi Mahasiswa 
Muslim Indonesia (KAMMI) 
Jawa Timur 
 
G. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan menganalisis dan mengelola data yang sudah didapat saat 
wawancara. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan 
tanggapan peneliti, gambar, foto , dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan 
sebagainya. 
Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 
a) Reduksi Data (Data Reduction), merangkum dan memilih hal-hal pokok dan 
fokus pada hal-hal penting dengan mencari tema dan polanya dan membuang 
yang tidak perlu agar mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 
data selanjutnya. 
b) Penyajian Data (Display Data), melakukan penguraian data secara singkat dan 
bersifat naratif untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan 
merencanakan penelitian selanjutnya. 
c) Penarikan Kesimpulan (Verification / Drawing Conclution), mengemukakan 
kesimpulan awal yang masih bersifat sementara yang nantinya akan berubah 
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apabila ditemukan informasi yang kuat dan mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya.  Namun apabila dalam kesimpulan awal 
didukung oleh informasi yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. 
H. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data 
Menurut Denzim (Moleong, 2007:331) ada empat triangulasi sebagai teknik 
pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu
24
: derajat kepercayaan ( credibility), 
keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian       
(confirmability). 
Untuk menjaga keabsahan data, maka digunakan teknik pengamatan 
lapangan dan teknik triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan memadukan 
data wawancara yang diperoleh dengan data dokumentasi dan membandingkan hasil 
kedua teknik pengumpulan data tersebut. Dengan membandingkan dan memadukan 
hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti yakin dengan 
kepercayaan data yang dikumpulkan. 
I. Sistematika Pembahasan 
Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika penulisan merupakan 
suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika penulisan ini dimaksudkan 
untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung 
di dalam skripsi. 
Adapun sistematika penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut : 
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 Ibid., 331 
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BAB I : Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : Memuat landasan teoritis yang berupa tinjauan umum tentang Hak 
Perempuan dan Pro Kontra Racangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual yang diintegrasikan dengan teori-teori gender dan 
politik, dan konflik. 
BAB III : Memuat hasil metodologi penelitian lapangan yang meliputi 
pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek 
penelitian dan infroman, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan 
data, teknik analisa data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan 
sistematika pembahasan. 
BAB IV : Memuat tentang penyaiian dan analisis data yang akan menyahikan 
hasil dilapangan serta analisis tentang hak perempuan dalam rancangan 
undnag-undang penghapusan kekerasan seksual. 







EKSISTENSI HAK PEREMPUAN DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG PERNGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) 
A. Setting Penelitian 
Deskripsi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU 
PKS) 
 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah direncanakan sejak tahun 2012 
oleh Komnas Perempuan yang kemudian pada tahun 2014 mulai menyusun draft 
naskah akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lewat berbagai 
konsultasi baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara 
eksternal dengan berbagai konsultan dari kementrian, lembaga, dan aparatur penegak 
hukum juga dari kalangan akademisi. Naskah ini kemudiaan pada tahun 2015 oleh 
Komnas Perempuan dan Forum Pengadaaan Layanan (FPL) diteruskan dengan 
melakukan konsultasi sebagai langkah untuk menyempurnakan draft naskah akademik 
dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan pada tahun 2016 tepatnya di 
tanggal 23 Agustus diserahkan secara resmi kepada ketua Komite III DPR RI. DPR 
RI kemudian menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam daftar 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Naskah dan rumusan RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual ini kemudian dijadikan sebagai UU inisiatif dari DPR
25
 yang 
ditandatangani oleh 70 anggota DPR pada April 2017.  
 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
kemudian disahkan sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) dalam sidang Badan Legislasi (Baleg) pada 19 Mei 2016. Draft 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terdiri dari 15 bab dan 152 pasal itu 
                                                          
25
 Mukhlisin Effendy, DPR Dorong Penerbitan Supres UU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 
https://www.goriau.com/berita/gonews-group/dpr-dorong-penerbitan-supres-uu-penghapusan-kekerasan-
seksual-terhadap-perempuan.html. Diakses pada 10 Juni 2020. Pukul 12.49 WIB. 
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kemudian dibahas secara intensif di internal Komisi VIII, namun masih belum pernah 
dibahas bersama dengan pemerintah hingga masa keangggotaan DPR RI berakhir. 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah 
mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 
namun DPR belum menyetujui dan belum ada pembahasan secara khusus terkait 
dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual antara pemerintah dan DPR. 
Kementrian hanya mendapat informasi bahwa pembahasan RUU akan dilanjutkan 
pada periode DPR selanjutnya oleh anggota DPR yang baru.  
 Dalam RUU PKS, ada sembilan poin terkait bentuk kekerasan seksual. 
Kekerasan seksual terdiri dari: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan 
seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi, pemerkosaan, 
pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, dan penyiksaan seksual. Beberapa di 
antaranya memang sebelumnya belum diatur oleh hukum (pasal 11.2). Kesembilan 
bentuk kekerasan seksual tersebut, semuanya tergolong krusial, yang bisa dipastikan 
dalam pembahasannya nanti tidak akan kembali kontroversi, bahkan tidak tertutup 
kemungkinan di antara sembilan isu tersebut ada yang “rontok”. Oleh karena itu, 
untuk pembahasan RUU PKS selanjutnya membutuhkan advokasi yang lebih strategis 
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan orientasi yang bermuara pada 
solusi untuk menghentikan kekerasan seksual secara komprehensif dan sistemik. 
Komnas Perempuan terus mendorong DPR RI dan Pemerintah agar segera 
menghadirkan payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual secara 
komprehensif melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
26
 
                                                          
26
https://www.suara.com/news/2015/11/24/090655/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-didesak-masuk-
prolegnas. Diakses pada 10 Juni 2020 pukul 12.55 WIB. 
44 
 
B. Profil Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 
 KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) adalah sebuah 
organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi yaitu tepatnya tanggal 29 
Maret 1998 di Malang. Anggotanya tersebar di hampir seluruh PTN di Indonesia. Saat 
ini, kader KAMMI sudah mampu menjadi pemimpin kampus (Ketua BEM) hampir di 
300 kampus. KAMMI muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif Mahasiswa yang 
berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil momentum pada pelaksanaan Forum 
Silahturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) X se-Indonesia yang 
diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Acara ini dihadiri 
oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) diseluruh Indonesia. Jumlah 
peserta keseluruhan kurang lebih 200 orang yang notabenenya para aktivis dakwah 
kampus. KAMMI lahir pada ahad tanggal 29 Maret 1998 PK.13.00 wib atau 




 KAMMI lahir didasari sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap krisis 
nasional tahun 1998 yang melanda Indonesia. Krisis kepercayaan terutama pada 
sektor kepemimpinan telah membangkitkan kepekaan para pimpinan aktivis dakwah 
kampus di seluruh Indonesia yang saat itu berkumpul di UMM – Malang. 
 Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kemudian 
disingkat KAMMI mengandung makna atau memiliki konsekuensi pada beberapa hal 
yaitu : 
                                                          
27
 http://www.kammi.id/tentang-kammi/. Diakses pada 10 Agustus 2020. Pukul 18.20 WIB. 
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1) KAMMI adalah sebuah kekuatan terorganisir yang menghimpun berbagai 
elemen Mahasiswa Muslim baik perorangan maupun lembaga yang sepakat 
bekerja dalam format proyek gerakan bersama KAMMI. 
2) KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi real dan 
sistematis yang dilandasi gagasan konsepsional yang berdasar AL-Qur‟an dan 
Sunnah mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami 
(berperadaban). 
3) Kekuatan inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai stratanya 
yang memiliki komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas 
dan benar. 
4) Visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa Indonesia 
dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan bekerja untuk 
kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia. 
KAMMI adalah organisasi ekstra kampus yang menghimpun mahasiswa 
muslim seluruh Indonesia secara lintas sektoral, suku, ras dan golongan. 
KAMMI menghimpun segenap mahasiswa muslim Indonesia yang bersedia 
bekerja sama membangun negara dan bangsa Indonesia. KAMMI berperan 
sebagai wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menegakkan 
keadilan dan kebenaran dalam wadah negara hukum Indonesia melalui 
tahapan pembangunan nasional yang sehat dan bertanggung jawab. 
 KAMMI mengambil peran sebagai mitra bagi masyarakat dalam upaya-upaya 
pembangunan masyarakat sipil, demokratisasi dan pembangunan kesatuan / 
persaudaraan ummat dan bangsa melalui pendampingan/advokasi sosial, kritisi / 
konstruktif terhadap kebijakan negara yang memarginalisasi masyarakat. 
46 
 
C. Profil Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) sebagai Koordinator Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang biasa disebut 
dengan Komnas Perempuan merupakan sebuah lembaga negara yang independen 
dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan Indonesia. Dibentuknya 
Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181 pada tanggal 9 Oktober 
1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. 
Lahirnya Komnas Perempuan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat sipil, 
terutama kaum perempuan terhadap pemerintah. Komnas Perempuan lahir sebagai 
bentuk perwujudan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani 
persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan di tanah air.
28
 Komnas 
Perempuan mempunyai peran sebagai pemantau pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) berbasis gender. Tidak hanya itu, komnas perempuan juga berperan sebagai 
pemicu perubahan juga perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan, 
peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan. Komnas Perempuan bersama Lembaga Pengada Layanan juga 
bekerja sama dalam menginisiasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kemudian naskah akademk tersebut diserahkan 
ke Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat dibahas lebih lanjut untuk segera disahkan 
sebagai Undang-Undang yang dapat melindungi korban-korban kekerasan seksual 
yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak perempuan. 
  
                                                          
28
 https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan. Diakses pada tanggal 8 Juni 2020 
pukul 11.50 WIB. 
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Struktur Organisasi Komnas Perempuan
29
 
                                                          
29




D. Data dan Analisis Penelitian 
1. Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia secara 
kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun 
tingkat sosial manusia tertentu. Hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, 
keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan 
yang wajib dijunjung tinggi, tidak hanya oleh individu dari suatu negara yang 
mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula 
dijamin oleh negara tanpa ada pengecualian. Istilah HAM itu sendiri berarti hak 
tersebut ditemukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.
30
 
Perempuan adalah bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi 
hak asasinya, maka dari itu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan juga harus 
dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. 
Gagasan mengenai hak asasi perempuan adalah pandangan bahwa perempuan 




“Secara konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak 
konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, salah satunya perlindungan 
dari berbagai bentuk kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan 
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Atas dasar 
itu, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan 
kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihentikan karena 
mengganggu ketenteraman dan meresahkan masyarakat. Namun secara 
empiris belum sebagaimana diharapkan, kekerasan seksual terhadap 
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 Anton Baker, dalam St Harum Pudjiarto, RS, Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam 
Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 2. 
31
 Eileen Hunt Botting. 2016. Wollstonecraft, Mill, and Women’s Human Rights. Yale University Press : New 
Haven and London. Hal. 1. 
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Posisi perempuan dalam ranah sosial seringkali berada di bawah laki-laki 
dikarenakan makna sosial dan budaya yang melekat di masyarakat bias gender 
menciptakan hubungan hirarki antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki 
seringkali lebih diuntungkan dalam hal kekuasaan dan pendistribusian hak. 
Adanya konstruk sosial yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk 
lemah dan kedudukannya dibawah laki-laki mengakibatkan ketidakadilan bahkan 
kekerasan seksual yang sejatinya merupakan bentuk perampasan hak terhadap 
perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber : “.... memang kejahatan 
seksual itu ada dan memang banyak terjadi dan banyak perempuan-perempuan 
yang mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki”
33
 
Sistem kekerasan dimulai dari subordinat dan relasi gender, hubungan 
patriarkis memposisikan perempuan sebagai subordinat sehingga menciptakan 
ketidakadilan gender yang salah satunya diekspresikan dalam bentuk kekerasan 
seksual
34
. Kekerasan hampir selalu terjadi dalam posisi hirarki yang menciptakan 
laki-laki sebagai sistem masyarakat dominan. Penyadaran gender untuk kaum 
laki-laki dan perempuan harus terus dilakukan dalam pemberdayaan dan 




Hak-hak perempuan awalnya diperjuangkan oleh seorang feminis asal 
Inggris yang bernama Mary Wollstonecraft di abad 18 dengan merusmuskan 
feminisme. Mary mengembangkan pembenaran teologis yang rasional untuk 
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 Maria Ulfah Anshor, Pengampu Komnas Perempuan, hasil wawancara pada 16 Juni 2020. 
33
 Shabrina Fillahi Najah, Ketua Departemen KAMMI, hasil wawancara pada 14 Agustus 2020. 
34
 A. Nunuk P. Murniati. Getar Gender : Volume 1. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT). 
Hal. 221 
35
 Ibid. hal 223. 
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gagasan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki
36
. Menurut 
Mary, hak perempuan terbatas pada kurangnya pendidikan dan hanya dibatasi 
oleh masalah reproduksi (kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak) hal ini 
kemudian yang menyebabkan perempuan tidak mampu untuk melaksanakan hak-
hak yang sama dengan kaum laki-laki dan menyebabkan ketertinggalan.  
 “Pada hal-hal tertentu perempuan itu ada batasnya dengan 
pencapaian laki-laki. Ada batas yang sulit ditembus oleh perempuan 
sehingga pada posisi tertentu sulit bagi perempuan untuk melampaui 
batas tersebut jika tidak benar benar istimewa atau luar biasa. Jadi 
disinilah yang menjadi perjuangan yang hendak terus dilakukan bagi 




Hak-hak perempuan biasanya tidak dilihat sebagai bagian integral dari 
seperangkat hak asasi manusia umum yang menjadi hak perempuan berdasarkan 
kemanusiaan mereka, tetapi lebih dipandang sebagai hak yang mereka miliki 
berdasarkan peran gender dan fungsi seksual mereka. Untuk mengatasi 
ketidakadilan gender yang spesifik ini, konsep universal tentang hak asasi 
perempuan harus diterapkan dengan cara mengakui fakta bahwa perempuan pada 
umumnya telah menghadapi jenis pelanggaran hak asasi manusia tertentu
38
. 
Pelanggaran hak asasi perempuan merupakan isu yang seringkali 
terpinggirkan. Menurut Charlote Bunch, seorang aktivis Hak Asasi Manusia 
(HAM) perempuan menyatakan bahwa selama ini hak-hak perempuan sebenarnya 
telah dilanggar dengan berbagai cara. Masalah perempuan yang menjadi korban 
kekerasan terkait dengan keperempuannya dan terlanggar hak asasinya menjadi 
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 Eileen Hunt Botting. 2016. Wollstonecraft, Mill, and Women’s Human Rights. Yale University Press : New 
Haven and London. Hal 1. 
37
 Dr. Hj. Anis Faridah, S. Sos, SH, M. Si. hasil wawancara pada 10 Mei 2020. 
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 Thirty-fi ve percent of women worldwide have been the victim of sexual violence.  Department  of  
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Perbedaan dalam bagaimana kekerasan seksual mempengaruhi pria dan 
wanita itu nyata dan dengan demikian relevan untuk pembuatan undang-undang 
di masa depan. Karena mereka tidak proporsional menjadi sasaran kekerasan 
seksual, perempuan di seluruh dunia memiliki kebutuhan mendesak akan undang-
undang dan kebijakan baru yang secara eksplisit melindungi gender mereka dari 
pelanggaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia mereka terhadap integritas 
tubuh, keamanan pribadi, dan yang paling penting adalah hidup mereka sendiri. 
“Eksistensi hak perempuan di Indonesia saat ini tentunya semakin baik 
jika dilihat dari sisi kuantitatif, kita bisa berhitung dari masa RA Kartini 
hingga saat ini. Bisa dilihat dari data statistik terkait dengan jenjang 
pendidikan yang bisa diselesaikan perempuan dan juga posisi-posisi di 
wilayah yang dipegang oleh perempuan seperti berapa banyak 
perempuan yang berhasil menjabat sebagai kepala daerah, ataupun yang 
menduduki posisi di perusahaan dan lingkungan akademik seperti 
universitas/ perguruan tinggi. Itu menunjukkan eksistensi perempuan dari 
sisi kuantitatif. Tapi kalau dari segi kualitatif, bisa jadi dalam relasi 
keluarga yang mempunyai pendidikan tinggi dari keluarga yang 





Meski eksistensi perempuan di Indonesia mulai banyak diakui, seperti 
halnya aturan keterlibatan perempuan dalam politik yang telah diatur dalam 
undang-undang mengenai pemberian kuota 30% bagi perempuan, namun tetap 
saja hal itu banyak digunakan hanya sebagai formalitas. Beberapa partai politik 
bahkan mencari calon yang tidak benar-benar berkompeten dalam bidangnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa di Indonesia eksistensi perempuan belum diakui secara 
kualitatif.  
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 Harkristuti Harkrisnonowo, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-
Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KKCW-PKWJ,UI, Jakarta. 2000. 
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 Anis Faridah, hasil wawancara pada 10 Mei 2020 
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Perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sex/biologis 
membuat hubungan tersebut menjadi eksploitatif karena adanya hubungan sosial 
dalam proses reproduksi dan bukan hubungan sosial dalam proses produksi. 
Padahal hubungan sosial laki-laki dan perempuan tidak terbatas dalam proses 
reproduksi saja, melainkan dalam proses produksi juga agar terjadi
41
. Keyakinan 
akan budaya patriarki yang turun temurun sejak nenek moyang menciptakan 
devaluasi pada kaum perempuan dan anak perempuan yang kemudian mengarah 
pada kekerasan berbasis gender. 
“Kasus kekerasan seksual terus berulang, karena pada aspek hukumnya, 
pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP sangat terbatas, 
sehingga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dapat 
diproses secara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dan Undang-undang lain belum mengatur secara komprehensif tentang 
berbagai bentuk kekerasan seksual, belum memberikan solusi yang adil 
secara substantif khususnya terhadap korban. Hukum acara pidana pun 
hanya menegaskan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, sementara 





Dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 
tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus 
kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019 adalah sebanyak 431.471, jumlah 
ini meningkat sebanyak 25.293 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  
“Dalam 3 tahun terakhir (2013 – 2015) berjumlah rata-rata 298.224 
kasus pertahun, bahkan pada tahun 2012 meningkat 181% dari tahun 
sebelumnya. Sementara pada tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami 
peningkatan sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan 
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Dari data yang diperoleh diatas, Komnas Perempuan menemukan jenis-
jenis kekerasan seksual di masyarakat yang belum diatur dalam peraturan 
perundang undangan. Tidak adanya hukum yang mengatur hal tersebut membuat 
korban tidak memperoleh perlindungan, dan pelaku akhirnya dapat bebas akan 
jeratan hukum. 
Tabel Data Kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi
45
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2016 2017 2018 2019
Jumlah Kekerasan Terhadap 












DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur




Jika melihat data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan provinsi 
dalam tabel diatas, tingkat kekerasan yang paling tinggi dipegang oleh provinsi 
Jawa Barat dengan 2.738 kasus, disusul oleh Jawa Tengah yang sebelumnya 
memegang angka kekerasan tertinggi dengan 2.525 kasus. Ditempat ketika DKI 
Jakarta dengan 2.222 kasus dan Jawa Timur dengan 1.121 kasus. Data diatas 
hanya menunjukkan apa yang terlihat di permukaan saja, dimana artinya situasi 
ataupun kondisi perempuan Indonesia di dasar masih jauh dari kata aman. 
Adanya peningkatan di setiap tahunnya menandakan bahwa tidak ada 
perlindungan terhadap perempuan sehingga kekerasan pada perempuan telah 
menjadi sesuatu yang maklum dan menjadi bagian dari budaya di masyarakat.  
“Sebenarnya problem kekerasan seksual saat ini tidak hanya perempuan 
saja yang menjadi korban, bisa juga anak-anak yang masih dibawah  
umur. Memang yang banyak adalah perempuan yang seringkali posisi 
tawarnya lemah. Penguatan kapasitas perempuan dari sisi pengetahuan, 
ketrampilan dan finansial harus selalu di upayakan. Ketika menjadi 
korban kekerasan seksual idealnya melapor kepada pihak yang berwajib. 
Namun seringkali korban memilih diam ketika pelaku kekerasan adalah 
orang dekat, misal pasangan ataupun seseorang yang masih ada 
hubungan keluarga. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Terkait 
dengan hal ini, basis-basis nilai di masyarakat harus berubah dengan 




Terjadinya berbagai jenis kekerasan seksual disebabkan oleh relasi gender 
yang timpang antara pelaku dengan korban. Kekerasan seksual biasanya 
dilakukan oleh seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi dari korban yang 
memiliki ketergantungan ekonomi atau emosional yang rendah. Dalam 
masyarakat masih terdapat praktek, kebiasaan, atau budaya yang melanggengkan 
kekerasan seksual seperti perkawinan anak atau yang terkait dengan hal inisiasi 
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kedewasaan yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman.
47
 Adanya formulasi 
kebijakan pengaturan jenis kekerasan seksual akan menjadi salah satu alat 
perubahan sosial yang mendorong perubahan nilai-nilai anti kekerasan dan adil 
gender.  
Tingginya angka kasus kekerasan seksual adalah langkah awal 
terbentuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung dan produk 
hukum untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di 
Indonesia yang sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan
48
, dimana 
dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 25 persen kasus kekerasan 
seksual menimpa perempuan. Komnas perempuan juga menyebutkan bahwa 
Indonesia telah berada di situasi darurat kekerasan seksual.
49
 Data diatas adalah 
berdasarkan pada laporan yang masuk. Banyak dari para korban tindak kekerasan 
seksual tidak memberanikan diri untuk melapor karena adanya ancaman atau 
intimidasi oleh pelaku dan pandangan buruk dari masyarakat sekitar. 
“Rancangan Undang Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU 
PKS) lahir sebagai respon terhadap tingginya angka kekerasan seksual, 
yang diusulkan oleh anggota legislatif (70 orang), lengkap dengan 
Naskah Akademiknya. Pada 19 Mei 2016 kemudian disahkan dalam 
Sidang Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik 




Sebagian besar kasus mungkin telah ditangani berdasarkan norma yang 
berlaku dalam undang-undang yang berlaku, namun belum memenuhi kebutuhan 
hak-hak korban secara luas. Sebagian besar kasus kekerasan seksual yang terjadi 
juga tidak dapat diproses karena tidak adanya ketentuan yang mengatur. 
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“...kekerasan seksual terhadap perempuan memang terjadi  pada 
berbagai ranah yang kemudian perlu perlindungan secara khusus yang 
diatur dalam undang-undang. Selama ini belum ada undang-undang yang 
secara khusus mengcover hak tersebut. Kalau kekerasan yang hendak 
diatur dalam ruu pks ini sebenarnya sifatnya mencakup banyak hal 




RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur setidaknya 9 jenis 
kekerasan seksual berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pendokumentasian 




1. Pelecehan seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk 
tindakan fisik atau nonfisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan 
bagian tubuh seseorang dan terkait dengan hasrat seksual, sehingga 




2. Eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk 
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama 
atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar 
seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan 
atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait 




3. Pemaksaan kontrasepsi, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam 
bentuk mengatur, menghentikan dan atau merusak organ, fungsi dan atau 
sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman 
kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan 
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kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ 




4. Pemaksaan aborsi, yaitu kekerasan seksual dalam bentuk memaksa orang 
lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu 
muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau 




5. Perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk 
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi 




6. Pemaksaan perkawinan,yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam 
bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat 




7. Pemaksaan pelacuran, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam 
bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, 
identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, 
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8. Perbudakan seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk 
membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan 
menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya atau 
orang lain dalam jangka waktu tertentu.
60
 




“betapa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat-sangat 
tragis, semakin hari semakin tragis, padahal itu bisa dikatakan ibarat 
gunung es yang hanya puncaknya saja yang kelihatan sementara yang 
dibawah tidak kelihatan sama sekali. Nah, contoh yang barusan saja 
misalnya yang terjadi di bangkalan bagaimana seorang gadis bersama 
dua orang temennya laki-laki pergi ke toko, pulang dari toko diperkosa 
bergiliran oleh 7 orang. Saking shocknya, 2 hari setelah peristiwa itu, dia 
bunuh diri. Hal-hal yang semacam ini cukup banyak terjadi di sekitar 
kita, kenapa? Karena memang kita seringkali menganggap perempuan itu 
rendah atau perempuan ini objek sehingga mereka menganggap, ya 
nggapapalah seperti itu, dan kemudian masyarakatpun tidak terlalu 
mengutuk. Coba kalau masyarakat memberikan sanksi yang cukup berat 
kepada masalah-masalah seperti ini, tentunya orang akan enggan 




Berikut adalah gambaran/contoh beberapa kasus kekerasan seksual yang 
menjadi awal pemberangkatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 
dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual berbasis gender yang kebanyakan 
menimpa perempuan : 
Di tahun 2016. Beberapa perempuan dijanjikan untuk dipekerjakan 
sebagai model bergaji jutaan rupiah atau pekerjaan di restoran di Jakarta. 
Sesampainya di Jakarta, perempuan-perempuan itu malah dipekerjakan sebagai 
pekerja seks di sebuah hotel yang belum secara resmi beroperasi. Di hotel, 
perempuan-perempuan itu dijebak dengan ditawarkan pinjaman uang sebesar 
Rp25 juta yang harus dikembalikan dengan menjalankan bisnis tersebut. Jika 
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sehari melayani seorang laki-laki Rp750 ribu, maka menurut pelaku perlu kurang 
lebih tiga bulan bagi korban untuk melunasi pinjaman mereka. Hingga kini ada 
empat korban yang sudah diketahui, yakni SR; JW; BL; RN. Mereka sudah 
diamankan dan berada dalam perlindungan Dinas Sosial
63
. Di dalam RUU PKS 
telah mengatur persoalan eksploitasi seksual secara komprehensif dan pemberatan 
pidana tehadap pelaku.  
Pada tahun 2011 Sebuah survei yang dilakukan oleh IPPI pada 2011 
menunjukkan bahwa lebih dari 13 persen perempuan dengan HIV mengaku 
dipaksa melakukan sterilisasi dalam kurun 2006-2011. Survei ini dilakukan 
terhadap 111 responden IPPI di delapan provinsi di Indonesia yaitu Bali, 
Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta dan 
DI Yogyakarta
64
. Hal ini tidak sejalan dengan aturan hak asasi manusia 
internasional yang menyatakan bahwa hak atas integritas tubuh dan fungsi 
reproduksi adalah hak yang juga dimiliki oleh perempuan atas tubuh mereka 
sendiri
65
. RUU PKS melindungi hak perempuan dan anak dan juga menghukum 
pelaku pemaksaan kontrasepsi yang sebelumnya tidak ada dalam undang-undang. 
Pada kasus berikut : RA (pelaku), Imam (pelaku), dan Arifin (pelaku) 
melakukan pemerkosaan dan pembunuhan yang sudah direncanakan kepada Eno 
(korban) yaitu salah satu karyawati yang bekerja di pabrik plastik. Para pelaku 
melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan memasukkan cangkul ke 
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dalam alat kelamin korban. Di dalam RUU PKS telah mengatur definisi 
perkosaan secara komprehensif, termasuk perkosaan dengan alat
66
.  
Seperti yang dipaparkan oleh narasumber berikut : 
“RUU PKS mengatur mengenai hak-hak korban kekerasan seksual secara 
komprehensif. Seperti yang baru saja kemarin terjadi di Sumba, dimana 
ada sekelompok laki-laki yang memboyong perempuan yang akan 
dinikahkan secara paksa dengan laki-laki yang tidak dikehendaki. 
Kejadian seperti ini adalah sebenarnya termasuk dalam kekerasan 
seksual yang menjadi budaya di masyarakat. Hal hal seperti ini yang 
menjadi salah satu concern di masyarakat terutama perempuan. RUU 





Adanya pemaksaan yang dilakukan tanpa persetujuan
68
 dari korban 
termasuk dalam kekerasan seksual. Perempuan tidak lagi menjadi subjek secara 
sosial, sehingga posisi perempuan yang terbangun di masyarakat menjadi rendah 
atau bahkan hilang harkat dan martabatnya. Tradisi kawin tangkap seperti diatas 
merupakan perampasan terhadap hak perempuan sebagai individu dan harus 
diperangi karena dapat merugikan dan membahayakan kaum perempuan dan 
menyebabkan ketimpangan gender. Tidak jarang korban-korban kekerasan 
seksual mengalami trauma baik jangka pendek maupun panjang yang membuat 
mereka akhirnya termaginalkan karena stereotype yang berkembang di 
masyarakat yang membuat korban-korban kekerasan seksual dipandang buruk. 
“saya sendiri pernah mengalami kejahatan seksual mengalami sesuatu 
hal yang tidak nyaman, teman-teman saya pun juga banyak yang 
mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Dan saya 
juga beberapa kali mendampingi mereka agar mereka dapat bangkit dari 
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Ketidakadilan gender berdampak negatif terhadap perempuan, dan 
termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi dan bahkan kekerasan 
baik fisik, maupun secara seksual. Kekerasan seksual berbasis gender telah 
mengakar dan menjadi budaya di berbagai elemen masyarakat baik disadari 
maupun tidak yang kemudian menganggap bahwa  kekerasan seksual adalah hal 
yang lumrah dan bisa ditoleransi.  
“itu (kekerasan seksual) adalah tantangan yang harus kita bisa atasi 
bahwa bagaimana kita bisa menghargai sebagai sesama baik laki-laki 
maupun perempuan. Bagaimana kita mulai membuka mata dan 
menyuarakan suara kita bahwa perempuan juga mempunyai hak-hak 
yang sama sebagaimana laki-laki. Setiap orang harus terhindar dan tidak 




Kasus kekerasan seksual mempunyai beragam bentuk dalam 
pelaksanaannya, adanya kesenjangan hukum bagi para korban kekerasan seksual 
membuat mereka tidak mendapatkan hak mereka secara penuh. RUU PKS hadir 
untuk mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif, 
tidak hanya terbatas pada pemidanaan pelaku yang termasuk dalam 9 jenis 
kekerasan seksual, namun RUU PKS juga menjamin anak-anak yang menjadi 
korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan saat pelaporan kasus. 
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
hadir sebagai undang-undang khusus yang juga menekankan pada hak-hak 
korban kekerasan seksual yang terbagi dalam 3 kelompok sebagaimana diatur 




Hak Korban Kekerasan Seksual 
Hak atas Penanganan Hak atas Perlindungan Hak atas Pemulihan 
- Hak atas informasi - Penyediaan - Fisik 
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terhadap seluruh proses 
dan hasil penanganan, 
perlindungan dan 
pemulihan. 
- Hak mendapatkan 
dokumen hasil 
penanganan. 
- Hak atas 
pendampingan dan 
bantuan hukum. 
- Hak atas penguatan 
psikologis. 
- Hak atas pelayanan 
kesehatan meliputi 
pemeriksaan, tindakan 
dan perawatan medis 
- Hak atas layanan dan 




hak dan fasilitas 
perlindungan 




- Perlindungan dari 
ancaman/kekerasan 




- Perlindungan atas 
kerahasiaan 
identitas 
- Perlindungan dari 


















- Sosial dan 
budaya 




tuntutan pidana atau 
gugatan perdaa atas 
peristiwa kekerasan 
seksual yang ia 
laporkan 
Penanganan dilakukan 
dengan proses pemantauan 











RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak hanya mengakomodir hak-
hak korban kekerasan seksual, melainkan juga mengakomodir hak keluarga 
korban dan juga saksi
72
. Kekerasan seksual adalah pandemik, karena tidak hanya 
terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia, 
korban-korban kekerasan seksual sebelumnya tidak mendapatkan fasilitas yang 
cukup memadai dan masih perlu untuk dikembangkan lagi.  
“kasus kekerasan seksual ini layaknya gunung es, apa yang tampak di 
permukaan ini hanya secuil dari banyaknya kekerasan seksual yang 
terjadi di masyarakat. Hanya mereka yang berani untuk speak up yang 
terlihat, sedangkan didasarnya masih ada banyak lagi yang belum 




RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu bentuk ikhtiar 
pemerintah yang juga merupakan bentuk aspirasi masyarakat dalam menekan 
kasus kekerasan seksual yang sebelumnya tidak dapat diproses. Korban kekerasan 
seksual di Indonesia takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka 
karena adanya stigma dari masyarakat yang manganggap bahwa jika mereka 
melaporkan maka bisa membawa buruk atau memalukan bagi keluarga. Padahal 
posisi mereka adalah sebagai korban yang semestinya tidak bersalah. Banyak dari 
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korban juga tidak tahu bagaimana atau apa yang mereka lakukan jika mengalami 
kekerasan seksual. Jika dengan adanya regulasi yang mengatur saja masih 
terdapat banyak kasus kekerasan seksual, apalagi jika tidak ada regulasi yang 
mengatur? Masyarakat harus sadar apa yang termasuk dalam kekerasan seksual, 
bagaimana jenis dan bentuknya agar situasinya tidak semakin memburuk. 
Penanaman soal kesetaraan gender dan kekerasan seksual perlu dilakukan sedari 
kecil sebagai pondasi bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama.  
2. Dinamika Wacana Pro Kontra Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
a) Dinamika Wacana Kelompok Kontra Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perjalanannya menuai 
banyak pro dan kontra di masyarakat. Salah satu pihak kontra yakni Pengurus 
Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dalam 
sebuah artikel yang mengatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual sarat akan feminisme dan tidak mengamalkan pancasila
74
. 
Sebagaimana pernyataan narasumber sebagai perwakilan dari KAMMI 
berikut ini : 
“Sikap organisasi KAMMI memang menolak RUU PKS, adapun 
kenapa kami menolak RUU PKS karena sudut pandang yang KAMMI 
gunakan adalah sudut pandang islam. Sehingga kami menilai bahwa 
RUU PKS ini memiliki peluang tidak sejalan dengan nilai-nilai islam. 
Kenapa kok KAMMI dan saya pribadi itu akhirnya menolak dan tidak 
bisa menerima RUU PKS karena RUU PKS ini dari judulnya saja 
ada frasa kekerasan seksual, dimana frasa kekerasan seksual ini 
memiliki definisi kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan 
seksual yang tidak disertai concern atau persetujuan. Nah ini menjadi 
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celah, berarti kalau hubungan seksual itu atas dasar suka sama suka 
atau atas dasar concern maka itu diperbolehkan dan tidak termasuk 
kekerasan gitu, nah nilai seperti ini yang tidak bisa terima sebagai 
seorang muslim atau muslimah tidak bisa menerima poin atau RUU 
PKS ini karena memang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama kami 
yaitu Islam. Kami tidak bisa berkompromi terhadap peluang apapun 
yang dapat menjadi celah untuk dilegalkan apa-apa yang dilarang 
oleh agama kami, yaitu Islam. Jadi KAMMI memang sejak awal 
menggunakan sudut pandang islam untuk menilai sesuatu termasuk 




 RUU PKS dinilai mempunyai celah yang bisa digunakan untuk 
melakukan pelanggaran norma agama dan masyarakat seperti halnya seks 
bebas, seks sesama jenis, dan aborsi
76
. Adapun definisi frasa „hasrat 
seksual‟
77
 pada pasal 1, 12, dan 13 dianggap rancu dan tidak jelas dalam 
RUU PKS yang dikhawatirkan dapat memberikan ruang terhadap perilaku 
LGBT dengan perilaku orientasi seksual menyimpang
78
.  
 Kekerasan seksual dalam RUU PKS mencampuradukkan hubungan 
seksual rumah tangga (suami-istri) dengan di luar perkawinan. Sebagaimana 
yang dijelaskan oleh narasumber berikut: 
 “Definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS menyamakan konteks 
hubungan di dalam perkawinan dan di luar perkawinan, karena 
sebetulnya dalam islam juga diatur terkait kejahatan itu. Di Islam, ada 
jimak masyru’ dan tidak masyru’. jimak maysru' ini suami ke istri, tapi 
tetep ada larangan seperti tidai dilakukan ketika haid atau nifas. 
sedangkan jima' tidak masyru' ini segala hubungan seksual diluar 
pernikahan, nah pihak pihak pendukung mengaburkan ini, dan 
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RUU PKS dinilai tidak dapat membedakan kedua hal diatas, sehingga 
ada anggapan bahwa hal-hal yang seharusnya diperbolehkan dalam 
perkawinan terancam terkena sanksi karena menurut mereka hakikat 
hubungan seksual suami-istri tidak bisa disamakan dengan hubungan seksual 
di luar nikah. 
 
KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) memandang 
bahwa RUU PKS juga bias gender karena hanya melindungi perempuan dan 
menyangkal korban laki-laki yang pada saat ini justru semakin meningkat 




Dari pemaparan data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika 
wacana kelompok kontra Rancangan Undang – Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual (RUU PKS) dikarenakan beberapa alasan berikut : 
1) RUU PKS dianggap mengadopsi nilai-nilai Barat (feminisme)81 
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2) RUU PKS dinilai bertentangan dengan norma agama dan masyarakat 
3) RUU PKS dianggap memberi ruang berkembangnya perilaku seks 
menyimpang 
4) RUU PKS tidak mengandung semangat menjaga keharmonisan rumah 
tangga (suami-istri) 
b) Dinamika Wacana Kelompok Pro Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
Dalam perjalanannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menuai 
banyak Pro dan Kontra di masyarakat. 
“Dinamika yang dirasakan cukup memanas antara wacana yang 
mendukung pengesahan dan yang menolak pengesahan RUU PKS. 
Hal tersebut terjadi di masyarakat maupun internal DPR, khususnya 
di kalangan organisasi masyarakat. Dinamika yag berkembang dari 
wacana yang positif hingga wacana yang negatif, bahkan keluar dari 
konteks substansi RUU PKS, terjadi perdebatan publik yang nyaris 
tidak terkendali. Dinamika wacana tersebut merupakan implikasi 





Salah satu yang paling marak beredar adalah terkait dengan pelegalan 
LGBT. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mendukung maupun 
melindungi komunitas LGBT melainkan memidanakan siapa saja yang 
melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini tidak terbatas pada kaum 
perempuan saja, laki-laki juga dapat dilindungi oleh RUU PKS apabila 
menjadi korban kekerasan seksual. Semangat negara dalam menghadirkan 
perlindungan kepada korban kekerasan seksual melalui jaminan kepastian 
hukum berupa perlindungan secara komprehensif dan sistemik berupa 
penghapusan, pencegahan, penanganan, dan pemulihan secara terpadu 
sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang berbunyi: 
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Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, 
menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat 
seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, 
bertentangan dengan kehendak seseorang, menyebabkan seseorang 
tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena 
ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat 
atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, 





Definisi tersebut cakupannya sangat komprehensif, namun sebagai 
definisi terlalu luas sehingga menjadi salah satu problem yang perlu untuk 
didiskusikan lebih mendalam sehingga nantinya dapat menciptakan 
lingkungan yang aman bagi korban kekerasan seksual yang mayoritasnya 
adalah perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga dapat 
menghukum tindakan kekerasan seksual secara non fisik atau verbal yang 
sebelumnya tidak bisa diproses atau dipidanakan
84
 sebagaimana kasus Baiq 
Nuril yang sempat heboh di masyarakat yang tersebar melalui sosial media. 
“Memang di dalam RUU PKS tidak spesifik menyebut tentang 
perempuan meskipun disini orang menganggap yang diperjuangkan 
adalah hak-hak perempuan namun karena tidak ada eksplisit 
penyebutan perempuan sehingga ini membuka peluang bahwa 





Ketidakadilan gender dapat dihapusakan dengan berbagai cara yang 
salah satunya yaitu dengan menerapkan perspektif sensitif gender di berbagai 
kehidupan
86
. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbasis pada perspektif 
korban-korban kekerasan seksual dan bukan merupakan produk liberal 
seperti yang banyak digaungkan di banyak media sosial yang menjadi 
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keramaian di masyarakat. Tujuan dari adanya regulasi ini adalah untuk 
memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang terutama 
adalah perempuan dan anak perempuan
87
. 
“.....kalau kemudian itu dikatakan sarat akan ideologi feminisme 
pastilah disini mau tidak mau meski tidak eksplisit menyebutkan 
perempuan kita bisa paham bahwa mayoritas korban kekerasan 
seksual adalah perempuan. Sehingga tidak salah jika banyak orang 
yang menganggap bahwa ini adalah sarana perjuangan feminisme. 
Banyak di luaran yang alergi soal feminisme makanya yang muncul 
istilah gender itupun banyak yang menganggap bahwa ini 
bertentangan dengan agama. Maka kita harus bisa membedakan apa 





Gender tidak hanya dipahami dengan sebatas upaya perempuan dan 
laki-laki secara terpisah, tetapi juga persoalan mengenai penempatan 
keduanya dalam sistem sosial agar keduanya dapat menjadi bagian integral  
di dalamnya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu bentuk 
perjuangan perempuan dalam memperoleh hak hak mereka, hal ini 
menunjukkan soal adanya kesadaran bahwa masih banyak perempuan yang 




Adapun wacana yang berkembang di masyarakat tentang pelegalan 
aborsi dan zina yang banyak digaungkan lewat media sosial tersebut 




“jika mengikuti proses pembahasan di dalamnya, ada juga 
pandangan positif yang cukup krtitis dari beberapa anggota Komisi 
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VIII, di antaranya, Sara politikus dari Partai Gerindra, juga 
menangkis ketakutan para pihak penentang mengenai LGBT. 
Menurutnya, RUU PKS tak berbicara sepatah kata pun ihwal mereka. 
Pendapat tersebut ditegaskan pula oleh Wakil Ketua Komisi VIII 
DPR Ace Hasan Syadzily mewakili Golkar, menurutnya LGBT 
mestinya menjadi perdebatan lain di luar RUU PKS tersebut, “Ini 
konteksnya melindungi orang, bagaimana agar kekerasan seksual itu 




Indonesia sebenarnya telah mengatur persoalan kedua hal tersebut 
dalam bentuk kebijakan lain yang sudah diterapkan yakni dalam UU No. 36 
Tahun 2009 Pasal 75 tentang kesehatan aborsi juga dalam UU Kesehatan dan 
PP 61/2014 tentang kesehatan reproduksi. Apabila kita cermati, sebenarnya 
yang menjadi akar permasalahnnya bersumber dari perbedaan sudut pandang 
yang digunakan antara kelompok yang menggunakan persperktif gender 
dengan kelompok dengan cara pandang dominansi patriarki. Tentu kedua 
cara pandnag ini tidak mudah dipersatukan karena keduanya ingin 
mempertahankan cara pandang masing-masing. Kekerasan seksual adalah 
salah satu bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan sebagai 
kelompok yang rentan secara umum. Oleh karenanya, hak perempuan harus 
dinyatakan secara eksplisit dalam suatu aturan/kebijakan. 
“Sebetulnya debat paling kencang dan akhirnya ga berhasil 
menemukan kesepakatan adalah antara RUU sebagai pengaturan 
umum atau RUU ini sebagai pemidanaan. Jadi sudah hampir 
diterima/ disepakati oleh komisi 8 waktu itu, tetapi buntu pada isu 
tersebut, sampai waktu berakhirnya periode DPR. Dalam diskusi tim 
pemerintah terakhir, disepakati KS dipahami sebagai lex specialis. 
tetapi kemudian komisi 8 yang menangani RUU ini menjadi pusing 
sendiri. Karena merasa itu wilayah komisi 3, komisi hukum. Sehingga 
akhirnya saya juga menyadari bahwa sesungguhnya RUU ini harus 
dibahas di dalam suatu Panitia KHusus yang anggotanya antar 
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Dinamika perdebatan tentang RUU PKS tersebut tidak kunjung 
selesai, baik di internal DPR maupun publik yang semakin menjauhkan 
subtansi yang diusung dalam RUU PKS untuk mencari solusi terhadap 
tingginya kekerasan seksual. Perdebatan antara pendukung dan penolak ini 
berjuang pada penundaan pengesahan oleh DPR, bahkan dicabut dari 
prolegnas prioritas DPR RI 2020
93
. 
“jadi saat ini, tepatnya kemarin siang di DPR sudah ada keputusan 
untuk menarik atau mencabut RUU PKS dari ploegnas, dan nanti 
rencananya per oktober 2020 kan dimasukkan lagi dalam prolegnas, 
tentunya kita tidak tinggal diam artinya ini harus dikawal 
khawatirnya ini nanti akan hilang seperti RUU kesetaraan gender. 
Saya sebagai salah satu aktivis akdemisi juga yang concern tentang 
masalah ini bersama teman-teman aktivis lain dari berbagai kampus 
di Indonesia bersatu menggalang gerakan untuk membuat statement 
statement terkait dengan upaya agar RUU PKS ini tetap menjadi 





Itu menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang berorientasi pada 
jaminan pemenuhan hak korban atau lebih tinggi lagi yang menghargai 
harkat dan martabat kemanusiaan sebagai hak konstitusional tidak terjadi. 
Terlepas dari konstruksi budaya patriarkhi masih sangat kuat yang mengakar 
baik di kalangan anggota DPR sebagai pembuat kebijakan maupun 
masyarakat, serta faktor politik identitas yang turut berkontribusi terhadap 
keputusan penundaan pengesahan RUU tersebut, yang pasti perjuangan 
belum berakhir. 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang perlu dikaji lebih 
mendalam. Salah satunya dengan melakukan beberapa kali diskusi publik 
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yang melibatkan banyak pihak. Juga menggali pengalaman korban kekerasan 
seksual untuk mendapatkan masukan atau solusi yang terbaik. 
Dominasi budaya patriarkhi sebagai konstruksi sosial dalam 
masyarakat yang berlangsung selama berabad-abad, termasuk di dalamnya 
dalam relasi seksual telah melahirkan ketidakadilan gender melalui berbagai 
bentuk, khususnya terhadap perempuan. Menurut Mansour Fakih, bentuk-
bentuk ketidakadilan akibat konstruksi sosial tersebut berupa: 1) 
Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan; 2) Subordinasi atau 
anggapan tidak penting dalam keputusan politik; 3) Stereotipe atau pelabelan 
negatif; 4) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multiple burden); 5) 
kekerasan (violence), dan; 6) sosialisasi ideologi nilai peran gender
95
. 
Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut dilanggengkan dalam 
berbagai ranah kehidupan melalui sistem sosial, budaya, agama, ekonomi, 
politik, hukum dan sebagainya. 
Ketidakadilan gender pada aspek hukum dibakukan ke dalam 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik melalui isi hukum 
(content of law), struktur hukum (structure of law) maupun budaya hukum 
(culture of law) dengan menggunakan norma dan nilai-nilai patriarki yang 
hidup dalam masyarakat. Produk hukum dan kebijakan yang dirumuskan dan 
disahkan dengan standar patriarkhi tersebut, menjadi instrumen yang turut 
memperkokoh ketidakadilan gender dalam masyarakat secara turun temurun. 
Posisi perempuan dalam hal tersebut hanya dipandang sebagai objek yang 
diatur dan harus tunduk pada aturan hukum. Berbeda dengan perspektif 
gender, yang memposisikan perempuan sebagai subjek hukum yang setara 
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dengan laki-laki, yang bisa merumuskan peraturan dan perundang-undangan 
dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan. 
Dengan kata lain, melalui RUU PKS diharapkan terjadi perubahan 
perilaku hukum dalam masyarakat dari budaya lama dengan konstruksi 
patriarki menuju budaya hukum baru yang adil gender, yang menghargai 







Berdasarkan paparan data diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Kekerasan seksual merupakan suatu isu kejahatan yang tak lekang oleh 
perkembangan jaman, setiap tahunnya, korban-korban kekerasan seksual semakin 
bertambah jumlahnya. Pandangan bahwa perempuan adalah kaum subordinat dan 
marginal membuatnya menjadi korban kekerasan seksual yang paling umum. Hak 
- hak perempuan seringkali diremehkan atau bahkan tidak dianggap sama sekali. 
Adanya RUU PKS merupakan salah satu bentuk gerakan kaum perempuan untuk 
menuntut kesetaraaan hak yang sebelumnya belum sepenuhnya diatur dalam 
undang-undang. RUU PKS mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual 
secara komprehensif dengan mengelompokkan 9 jenis kekerasan seksual yang 
dapat dipidanakan. Tidak hanya itu, RUU PKS juga mengatur tentang hak 
pemulihan, penanganan, dan perlindungan bagi korban, keluarga dan juga saksi, 
sehingga dapat menjadi payung huyum bagi korban-korban kekerasan. 
2. Dinamika pro kontra RUU PKS cukup memanas, tidak hanya di kalangan 
organisasi masyarakat, tetapi juga di internal DPR sendiri. Beragam wacana yang 
berkembang di masyarakat dari persoalan yang positif maupun negatif semakin 
menjauhkan substansi yang diusung dalam RUU PKS sebagai solusi terhadap 
tingginya kekerasan seksual. Salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah 
perbedaan cara pandang antara kelompok yang menggunakan perspektif gender 
dengan yang memiliki cara pandang atau dominasi pariarki. Terdapat 3 poin besar 
yang dianggap problematik dalam substansi yang diangkat dalam ruu pks, yaitu 
anggapan bahwa ruu pks dianggap dapat menganggu tatanan dalam relasi 
75 
 
perkawinan, berpotensi dimanfaatkan kaum LGBT, dan kekhawatiran menjadi 
pembenaran untuk melakukan kriminalisasi. 
B. Saran 
Berdasarkan paparan data diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut : 
1. Eksistensi hak perempuan di Indonesia setiap tahunnya meunjukkan peningkatan 
dari tahun ke tahunnya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perempuan 
yang dilanggar haknya tanpa ia sadari. Kentalnya budaya partriarki di Indonesia 
kemudian menganggap bahwa perempuan adalah kaum subordinat, sehingga 
kedudukannya tidak terlalu penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal 
banyak dari perempuan yang kemudian mendapat perlakuan tidak adil dan 
menjadi korban kekerasan seksual. Bahwa perlu adanya penanaman basis nilai 
akan kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan sejak kecil oleh orang tua. 
Perempuan bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, sebagaimana laki-laki. 
Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi perempuan agar di masa depan tidak 
ada ketimpangan gender. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu untuk 
disahkan sebagai payung hukum terhadap korban kekerasan seksual yang 
mayoritasnya adalah perempuan. Meskipun, perlu pengkajian ulang terkait 
dengan isi atau materi di dalamnya. Diharapkan, masyarakat mulai menyadari 
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